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Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi
keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagai mana pertanggungjawaban
korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam
tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang
dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu
korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya berdasarkan teori coorporate
organ. Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 bahwa
pertanggungjawaban dari korporasi sendiri didasarkan dari pada undang-undang yang mengaturnya. seorang
direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal
4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Dalam hukum pidana direktur nominee adalah orang yang turut serta melkukan kejahatan sesuai
dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Putusan Nomor :211/Pid/2012/Pt.Dki Dan Putusan Nomor : 76
Pk/Pid.Sus/201 terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, pelaku menggunakan korporasi untuk
melakukan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidananya semua diwakili oleh pengurus
korporasi baik direktur biasa maupun direktur nominee tanpa adanya sanksi bagi korporasinya. Saran yaitu
penegak hukum kesulitan memeriksa pelaku money laundering yang melibatkan korporasi, penegak hukum
sebaiknya juga ikut memeriksa anggaran dasar perusahaan untuk membuka segala macam hal-hal yang
tersembunyi di perusahaan tersebuit.

Pertanggungjawaban Direktur Nominee Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Direksi dalam sebuah
perusahaan dapat diibaratkan sebagai pemimpin perusahaan. Direks dapat dijadikan sebagai |dguo korban
rdquo apabiladireksi tidak mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari seorang direksi. Terlebih
lagi, jikaposisi direksi dalam perusahaan tersebut hanyalah sebagai 1dquo direktur nominee rdquo . Direksi
PT jelas bertanggung jawab penuh, tentunya akan membawa dampak munculnyaimplikasi hukum terhadap
pertanggungjawaban Direksi ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun
kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1 Bagaimana pertanggungjawaban korporasi
sebagal pelaku tindak pidana, 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak
pidana pencucian uang, Bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan
oleh korporasi serta direktur nominee, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
Korporasi privat dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan
hukum diwakili oleh pengurusnya dan tanggung jawab pemegang sahamnya sebatas modal yang dimiliknya.
Untuk yang tidak berbadan hukum tanggung jawabnyatidak terbatas, serta sistem pertanggungjawabanya
adal ah secara tanggung renteng. Untuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi
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dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya yang dapat berupa denda atau
pembubaran korporasi tersebut. Dalam kedudukannya di Perseroan Terbatas tugas dan fungsi direktur
nominee tidak disebutkan di dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007. Dalam tindak pidana korporasi
khususnya tindak pidana pencucian uang, seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap sgja
seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 2010. Adatiga contoh
putusan yang melibatkan korporasi, direktur nominee yaitu 1 Putusan Nomor 211 PID 2012 PT.DKI 2
Putusan Nomor 76 PK Pid.Sus 201. Saran penulis Direktur dalam pengurusan perusahaan sebaiknyalebih
mementingkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dalam kasus direktur pinjam nama
direktur nominee sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis kepada orang yang meminjam nama tersebut.



